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ABSTRAK 
Nama  : Doni Saputra S. 
Nim   : 10400114134 
Judul  : Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi 
Selatan. 
 Tindak pidana narkotika semakin marak terjadi dan telah menjangkit 
kesemua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa, kebanyakan dari mereka 
adalah korban penyalahgunaan narkotika sehingga perlu dilakukan rehabilitasi 
sosial terhadap mereka, pokok masalah penelitian ini adalah Implementasi 
Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan, yaitu: 1) Apakah pelaksanaan 
rehabilitasi sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan ?, 2) Bagaimanakah implementasi penerapan rehabilitasi 
sosial pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan 
bagi nara pidana narkotika ?. 
 Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (lapangan) 
yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori 
dengan data sekunder dan praktik dengan data primer. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pelaksanaan rehabilitasi sosial 
pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa mengacu 
pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 
tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dan ruang lingkup pembinaan bagi 
warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI 
Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan 
Narapidana/Tahanan. 2). Implementasi penerapan rehabilitasi sosial pada 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, dilakukan 
beberapa kegiatan diantaranya: pencegahan, rehabilitasi, dan resosialisasi. 
 Implikasi penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemerintah perlu memberi 
bantuan untuk memenuhi keperluan pelaksanaan program rehabilitasi sosial agar 
sarana/prasarana Pembina terpenuhi. 2) Kualitas/kuantitas petugas perlu ditunjang 
yang sesuai dengan bidangnya. 3) Perlu bantuan program BPJS Kesehatan supaya 
kesehatan narapidana di Lapas dapat dijamin atau mendapat bantuan. 4). Perlu 
upaya preventif untuk mencegah segala tindakan yang dapat ditimbulkan dalam 
hal penyalahgunaan narkoba. 
Kata Kunci : Rehabilitasi Sosial, Narapidan , Narkotika 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus atau 
biasa disebut dengan ekstra ordinary crime, dikatakan demikian karena memiliki 
dampak merugikan yang sangat besar khususnya bagi generasi-generasi muda 
yang merupakan penerus bangsa. 
Kejahatan narkotika merupakan kejahatan serius yang bersifat lintas 
negara (transnational crime) dan merupakan kejahatan terorganisir (organized 
crime), dapat menimpa dan mengancam setiap negara dan bangsa yang 
mengakibatkan dampak buruk yang sangat masif. Indonesia menetapkan 
kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi 
pengedar adalah hukuman mati. 
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia bukan hanya menjadi persoalan 
hukum, tetapi telah menjadi penyakit bangsa yang sangat kronis dan menjadi 
musuh masyarakat karena telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. 
Sehubungan dengan hal tersebut, seseorang yang memiliki dan menyimpan 
narkotika secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.  Meningkatnya 
tindak pidana narkotika di Indonesia yang telah cukup berlangsung lama, jumlah 
kasus yang terjadi semakin meningkat, kualitas tindak pidana yang dilakukan 
semakin sistematis serta lingkupnya telah memasuki seluruh aspek kehidupan.1 
                                                           
1 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Psikotropika, Narkotika 
dan Zat Adiktif Lainnya, (Bandung: Fokus Media, 2011), h.72. 
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Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 
2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), Pasal 54 jelas 
dikatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib 
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.2 Dalam pandangan agama 
islam narkotika termasuk jenis khamar karena memabukkan, setiap yang 
memabukkan baik itu sedikit maupun banyak dikatakan haram. Sebagaimana 
dikatakan oleh ulama fiqh syekh sayyid sabiq bahwa hukum pengharaman 
narkoba diqiyaskan kepada khamar.3 
Dalam pandangan agama Islam, dalam al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 90 
sudah dijelaskan tentang penyalahgunaan narkotika ini: 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 
panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”4 
 
Dari ayat tersebut menunjukkan larangan penyalahgunaan narkoba, jika 
pengguna mengkonsumsi narkoba dengan alasan stress, justru alasan yang 
demikian menjadi langkah awal seseorang menjadi pecandu. 
                                                          
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Narkotika, pasal 54 
3 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: PT Al-ma’rif,2009), h. 184 
4 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir (Bandung: 
Syaamil Quran, 2012)  
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Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku 
tindak pidana narkotika yaitu dengan adanya undang-undang narkotika yang 
mengatur mengenai pidana penjara terhadap para pelaku penyalahgunaan 
narkotika. Kemudia menurut undang-undang narkotika, pecandu atau pengguna 
narkotika tersebut merupakan korban yang ditunjukkan dengan adanya ketentuan 
bahwa pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.5 
Lembaga Pemasyarakatan yang biasa disingkat dengan LAPAS, selain 
merupakan tempat untuk pembinaan narapidana (selanjutnya disingkat Napi), juga 
merupakan tempat rehabilitasi bagi narapidana termasuk Narapidana narkotika. 
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham (selanjutnya 
disingkat Kemenkumham) mempunyai semangat dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan narkotika bersama dengan Badan Narkotika 
Nasional (selanjutnya disingkat BNN). Salah satu rencana strategi yang dilakukan 
adalah pembangunan LAPAS narkotika karena LAPAS bukan hanya sekedar 
sebagai tempat "menyimpan" Narapidana yang terjaring pemberantasan narkotika. 
Tetapi, layaknya pembentukan LAPAS pada umumnya bahwa pembentukan 
LAPAS narkotika pun tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk memberikan 
pembinaan bagi narapidana. 
Pembinaan yang tujuan akhirnya adalah mengembalikan Narapidana 
secara sehat dalam kehidupan masyarakat, tidak akan dapat dilaksanakan secara 
efektif jika tidak ada langkah awal untuk menghilangkan ketergantungan mereka 
                                                           
5 Zelni Putra, “Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika 
Nasional ( BNNK/KOTA) Padang”, skripsi (Padang, fakultas Hukum, 2011), h. 2 
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terhadap narkotika. Karena sesungguhnya ketergantungan terhadap narkotika 
tidak serta merta hilang (sembuh) saat mereka dijatuhi pidana penjara. 
Untuk itu, selama Narapidana menjalani pidana penjara, ketergantungan 
mereka akan narkotika harus disembuhkan terlebih dahulu sebelum akhirnya 
mereka masuk dalam tahap pembinaan. Dalam konteks inilah maka rehabilitasi 
bagi Narapidana penyalahguna narkotika menjadi sangat penting. 
Berdasarkan data BNN,6 target rehabilitasi pengguna narkoba mencapai 18 
ribu pada tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018, target rehabilitasi ditargetkan 
meningkat menjadi 20-22 ribu pengguna narkoba. Pusat rehabilitasi narkoba juga 
akan ditingkatkan menjadi 160 tempat. 
UU Narkotika yang telah dibuat oleh pemerintah pada tahun 2009 
bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat 
dengan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkotika. 
Pola pendekatan tersebut akhirnya mendorong Mahkamah Agung untuk 
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu 
Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 
Kemudia juga diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 
tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Di Dalam Lembaga 
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 
Kemudian juga direspon oleh Jaksa Agung dengan mengeluarkan SEJA 
No. SE002/A/JA/02/2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan 
                                                           
6  https://news.detik.com/berita/d-3927261/bnn-ingin-lapas-jadi-tempat-rehabilitasi-napi-
narkoba, diakses pada tanggal 30 Mei 2019, pukul 19.30 Wita. 
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Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan aturan 
tehknis dalam pelaksanaan SEJA tersebut dalam SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 
Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga 
Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. 
Pada tahun 2014, BNN dan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian 
Hukum dan HAM, KejaksaanAgung, dan Kepolisian RI (Mahkumjakpol) telah 
melakukan penandatanganan Peraturan Bersama terkait Penanganan Pecandu 
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga 
Rehabilitasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, 
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, 
Jaksa Agung, Kapolri, serta BNN di Istana Wakil Presiden. Pada saat itu, BNN 
dan Sekretariat Mahkumjakpol mengklaim bahwa Peraturan bersama ini 
merupakan langkah kongkret bagi pemerintah dalam menekan jumlah pecandu 
dan korba penyalahgunaan narkotika di Indonesia.7 
Rehabilitasi terhadap pecandu atau pengguna narkoba merupakan suatu 
proses pengobatan yang dilakukan untuk membebaskan pecandu dari 
ketergantungan, dan masa pada saat menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan 
sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu atau pengguna 
narkotika merupakan bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu 
narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan 
narkotika.8 
                                                           
 7 Supriyadi Widodo Edyyono, dkk, Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam 
Praktek Peradilan, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2016), h. 7-8 
8 Hafied Ali Gani, dkk, Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu 
Narkotika, skripsi, (Malang: Fakultas Hukum, 2015), h. 7 
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Dengan merujuk pada undang-undang narkotika maka pemerintah gencar 
mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahgunaan dan pecandu narkotika. 
Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang 
penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus 
diberikan perawatan. 
Hal menarik dalam undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika 
pada pasal 103 menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu 
narkotika dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim memutuskan dan 
memerintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu  
narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim 
dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Secara tersirat, kewenangan ini 
mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga 
sekaligus korban dari kejahatan  itu sendiri yang dalam sudut viktimologi disebut 
sebagai self victimization atau victimless crime.9 
Pasal 54 UU Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 UU Narkotika. 
Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa Hakim wajib 
memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam 
menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya 
sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum 
tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaan atau 
                                                           
9 A. A. Istri Mas Candra Dewi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika 
dengan Berlakunya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, tesis(Denpasar, program 
pascasarjana, 2012), h. 3 
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tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk 
dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana Hakim tetap memutus 
menggunakan Pasal 127 UU Narkotika namun tida mempertimbangkan ketentuan 
rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU Narkotika. 
Begitu juga dengan kecenderungan Penuntut Umum dan Hakim yang lebih 
memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah 
bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya 
tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiiki narkoba, 
terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan 
pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi susah 
untuk diterapkan.10 
Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas, adapun judul dalam 
proposal ini yaitu “Implementasi rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi 
Selatan”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
a. Rehabilitasi Sosial 
b. Narkoba 
c. Sistem Pemasyarakatan 
                                                           
10  A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika, hlm. 121. 
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2. Deskripsi Fokus 
a. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan baik secara fisik, mental 
maupun sosial untuk penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan 
fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 
b. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun 
semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. 
c. sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara 
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas warga binaan masyarakat agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dikemukakan pokok 
masalahnya yakni bagaimana efektifitas pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap 
narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA 
Sungguminasa, Sulawesi Selatan, berangkat dari pokok masalah tersebut, maka 
ditarik sub masalahnya sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi nara pidana dalam 
tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 
II A Sungguminasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan ? 
2. Bagaimana proses penerapan rehabilitasi sosial pada Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan 
bagi narapidana narkotika ? 
D. Kajian Penelitian Terdahulu 
a. Ratna WP yang berjudul Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika ,Rehabilitasi 
Versus Penjara (menyoroti Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009). Buku tersebut 
membahas mengenai perdebatan pro rehabilitasi dan kontra pidana penjara dan 
sebaliknya bagi Narapidana narkotika. 
b. Penelitian (Skripsi, 2005) yang dilakukan Maslichah, alumnus fakultas 
Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Malang, 
dengan judul: Peranan pondok pesantren rehabilitasi mental AzZayni dalam 
pembinaan korban narkoba (studi kasus di pondok pesantren rehabilitasi mental 
Az-Zainy Tumpang Malang). Berdasarkan hasil penelitiannya diperoleh data 
bahwa pembinaan korban narkoba menggunakan: a). Metode pembiasaan, b). 
Metode wirid, c) Metode sorogan, d)Metode kebebasan. 
c. penelitian (skripsi, 2007) yang dilakukan oleh Zidni Istiqomah, alumnus 
Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan 
judul: Rehabilitasi jiwa bagi pecandu narkoba (studi di pondok pesantren An-
Nawawi, Ds. Subintoro, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur). Pelaksanaan 
rehabilitasi jiwa di Pondok Pesantren An-Nawawi yang diberikan pada santri 
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ditekankan dengan praktek ibadah yang meliputi tiga macam yaitu: a) mandi 
taubat, b) shalat, c) puasa, d) dzikir. Rehabilitasi jiwa di Pondok Pesantren An-
Nawwai mengarah pada penyembuhan gangguan kejiwaan akibat penyalahgunaan 
narkoba, hasil yang dicapai dalam rehabilitasi ini sangat baik dilihat dari tahun 
2002-2004 tingkat kesembuhan mencapai 90% ini menunjukkan hasil yang 
signifikan. Dan yang terpenting adalah mampu memikirkan dan melaksanakan 
kewajibannya sebagai manusia yakni menyembah, mengabdi kepada Allah SWT. 
d. Supriyadi Widodo Edyyono. Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam 
Praktik Peradilan, isi buku ini membahas tentang sejarah dan konteks 
pembentukan undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika juga dalam 
buku menjelaskan tentang kebijakan pengguna narkotika dan upaya paksa bagi 
pengguna narkotika. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
a. Tujuan umum 
 Berdasarkan pokok masalah tersebut, tentunya yang menjadi tujuan umum 
penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelaksanaan rehabilitasi 
sosial terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas 
IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan. 
b. Tujuan Khusus 
 berdasarkan sub masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan khusus 
penelitian ini diantaranya: 
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1). Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana 
dalam tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
Kelas II A Sungguminasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
2.)Untuk mengetahui proses penerapan rehabilitasi sosial pada lembaga 
pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi selatan. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal 
rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba. 
b. Sebagai sarana bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam 
melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Sosial 
1. Pengertian Rehabilitasi Sosial 
Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, 
rehabilitasi dibagi menjadi 2 (dua) peristilahan yaitu rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan 
secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. 
Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 
terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat 
kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.11 
Rehabilitasi sosial merupakan proses pengembalian kebiasaan pecandu 
narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar orang tersebut tidak mengulangi 
lagi perbuatannya kembali, rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintegrasikan 
kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkotika ke dalam masyarakat dengan 
cara memulihkan proses berpikir dan  berperilaku guna memenuhi komponen 
normal dan agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan 
rehabilitasi). 
Pentingnya rehabilitasi pada aspek sosial ditinjau dari hak asasi manusia 
yang mana hak untuk hidup dan bebas dari ancaman bahaya narkotika dimana 
rehabilitasi dinilai telah berhasil pada tingkat efektivitas dalam mencegah pecandu 
melakukan penyalahgunaan narkotika. 
                                                           
11 Rasdianah dan Fuad nur, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap 
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, vol. 5 no. 2 (Desember 2018), h. 169-170 
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Rehabilitasi pada tataran praktik, mempertemukan berbagai disiplin ilmu 
mulai dari medis, psikologis, sosial. Mereka tersebut upayakan pengembalian 
fungsi sosial seseorang, sehingga individu dapat menjalankan perannya sesuai 
dengan tuntutan lingkungannya.  
Program rehabilitasi narkotika merupakan serangkaian upaya yang 
terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, 
psikososial , keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan 
kemampuan, penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta 
mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, 
mental, sosial dan ekonomi.12 
2. Aturan Tentang Rehabilitasi 
Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) 
yang dahulu atau semula13atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan 
untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan 
kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengemban ilmu pengetahuan serta 
teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan 
dari suatu penyakit.14 
Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang 
no. 35 tahun 2019 tentang Narkotika, selain pengobatan dan perawatan melalui 
                                                           
12 Muhammad Badri, Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam 
Perspektif Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, vol. 16 no. 3(2016), h. 13 
13 Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan, 
(Makassar:Alauddin University press), h. 117 
14 AR. Sujono dkk, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), h. 74 
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rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan 
oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. 
Optimalisasi penggunaan rehabilitasi juga diatur dalam pasal 4 huruf d 
yang menyatakan bahwa undang-undang narkotika ini dibuat untuk menjamin 
pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi 
dijelaskan pada pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkptika dan korban 
penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan 
kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika 
untuk tidak direhabilitasi.15 Dalam pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat 
kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan 
narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. 
Bukan hanya undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika saja 
namun ada juga beberapa peraturan lainnyayang mengatur mengenai rehabilitasi 
ini seperti Surat Edaran Mahkamah Agung  (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 
tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan narkotika kedalam 
lembaga medis dan sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor 
Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi rehabilitasi, kemudian 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/502/2015 yang 
menunjuk 434 instansi penerima wajib lapor di 33 provinsi dan beserta aturan 
yang memperkuat aturan ini, seperti peraturan bersama ketua Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, jaksa Agung Republik Indonesia Nomor . 
                                                           
15 Ahmad Arif, Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Pengguna 
Narkotika di Kota Makassar, skripsi(fak.syriah dan hukum UIN Alauddin,2017), h. 41-42 
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01/PB/MA/III/2014 Nomor 03 Tahun2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, 
Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan 
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga 
Rehabilitasi  
Mengenai prosedur tetap dalam pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam 
peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang 
petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu. Namun peraturan 
yang banyak masih belum bisa menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang 
diinginkan tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal 
maka tujuan dibuat tersebut tidak dapat terlaksana.16 
3. Tahapan Rehabilitasi Sosial 
Dalam pelaksanaan rehabilitasi terdapat beberapa tahapan yang harus 
dilalui. Adapun tahapan-tahapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba antara lain: 
1. Tahap detoksifikasi, pada tahap ini pecandu diperiksa seluruh 
kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter. Kemudian dokter yang 
memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk 
mengurangi gejala yang ia derita.  
2. Tahap rehablitiasi nonmedis, pada tahap ini pecandu ikut dalam program 
rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai 
program diantaranya, program therapeutic communities (TC). 
3. Tahap bina lanjut, pada tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai 
dengan minat dan bakat dalam mengisi kegiatan sehari-hari. 
                                                           
16 Laman web bnn.go.id, diakses terakhir 09 juni 2019 pukul 10.30 Wita 
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Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara 
terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu. Pengawasan ditiap tahap 
rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan-
kegiatan yang diberikan dalam upaya menyembuhkan seorang pecandu. Dengan 
demikian upaya rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana 
pengaruh kegiatan-kegiatan terhadap penyalahgunaan narkoba dapat berjalan 
efektif.17 
Menurut Visimedia tahapan rehabilitasi pecandu narkoba diantaranya:  
1. Tahap Transisi 
Penekanan dalam tahap ini lebih kepada informasi awal tentang korban seperti: 
a. Latar belakang korban penyalahguna narkoba. 
b. Lama ketergantungan 
c. Jenis obat yang dipakai, akibat-akibat ketergantungan, dan berbagai informasi 
lainnya. 
2. Tahap Intensif 
Pada fase ini yakni proses penyembuhan secara psikis. Motivasi dan potensi 
dirinya dibangun dalam tahap ini. Korban diajak untuk menemukan dirinya 
dan segala potensinya, juga menyadari berbagai keterbatasannya. Bahwa 
untuk mengatasi masalah hidup yang bersangkutan tidak perlu harus 
mengkonsumsi narkoba.  
 
 
                                                           
17 BNN, Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan 
Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium, (Jakarta:2008), h. 8-9 
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3. Tahap Rekonsiliasi 
Pada tahap ini korban tidak langsung berinteraksi secara bebas dengan 
masyarakat, akan tetapi ditampung disebuah lingkungan khusus selama 
beberapa waktu sampai residen benar-benar siap secara mental dan rohani 
kembali ke lingkungan semula. Proses ini meliputi program pembinaan 
jasmani dan rohani. 
4. Tahap Pemeliharaan Lanjutan 
Pada tahap ini walaupun secara fisik korban sudah dinyatakan sehat dan 
psikis pun sudah pulih.18  
B. Tinjauan Umum Tentang Narkoba 
1. Pengertian Narkoba 
Secara etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahasa inggris 
narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal 
dari bahasa yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak 
merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya 
sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor 
(bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.19 
Narkoba (Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya 
lainnya) adalah bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik 
secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, 
suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. 
                                                           
18 Partodihardjo Subagyo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, 
(Jakarta:Erlangga,2006), h. 22 
19 H. Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Pidana Nasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), h. 41 
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Menurut dr. Samsuridjal narkoba adalah zat-zat kimiawi yang kalau 
dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik secara oral ataupun lewat mulut , 
dihirup atau disuntik, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan 
perilaku seseorang. Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian obat dan zat 
berbahaya lain dengan maksud bukan dari tujuan pengobatan dan digunakan tanpa 
mengikuti aturan serta dosis yang benar. 
Menurut Soerdjono Dirjosisworo narkotika adalah zat yang bisa 
menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan 
ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, 
rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat 
tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan 
bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan 
rasa sakit dll.20 
Menurut Undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, 
disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang bersal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang 
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-
undang.21 
 
                                                           
20 Maudy Pritha Amanda, dkk, Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja 
(Adolescent Substance Abuse), vol. 4 no. 2 (Juli 2017), h. 341 
21 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bab 
I, pasal 1, h. 3 
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2. Jenis-jenis Narkoba 
Sesuai dengan undang-undang narkoba no 35 tahun 2009 tentang 
narkotika, narkoba dibagi menjadi 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan zat 
adiktif lainnya. 
1. Narkotika  
Narkotika digolongkan menjadi 3 bagian yaitu: 
a. Narkotika golongan I, yaitu narkotika yang sangat berbahaya, daya adiktifnya 
sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. 
Contoh ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium 
b. Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang memiliki daya aktif yang kuat, tapi 
bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh petidin, benzetidin, dan 
betametadol. 
c. Narkotika golongan III, yaitu narkotika dengan daya adiktif ringan dan 
bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh kodein dan turunannya. 
2. Psikotropika 
Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati 
gangguan jiwa yang menurut undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang 
Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan, antara lain: 
a. Golongan I, yaitu psikotropika dengan daya adiktif sangat kuat, dilarang 
digunakan untuk terapi dan hanya kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan. Contoh MDMA/ekstasi, LSD dan STP 
b. Golongan II, yaitu psikotropika dengan daya aktif kuat, digunakan untuk 
pengobatan dan penelitian. Seperti: amfetamin, metilfenidat, atau ritalin. 
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c. Golongan III, yaitu psikotropika daya adiksi sedang, digunakan untuk 
penelitian dan pengobatan. Contoh lumibal, pentobarbital dll 
d. Psikotropika golongan IV adalah jenis psikotropika dengan daya adiktif ringan 
dan digunakan untuk pengobatan, seperti nitrazepam, diazepam dll. 
3. Zat adiktif lainnya 
Bahan makanan atau yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat 
menyebabkan ketagihan. Zat adiktif adalah zat atau bahan kimia yang bisa 
membanjiri sel saraf otak “Reward Circuit” yang merupakan jalur kesenangan 
dengan dopamine, yaitu zat kimia yang mengatur sifat senang, perhatian dll.22 
3. Penyalahgunaan Narkoba 
 Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak dapat dianggap sepele, 
karena sama halnya dengan korupsi dimana keduanya mengancam kemajuan 
bangsa dan keamanan negara. Menurut psikiater Graham Blaine, sebab-sebab 
penyalahgunaan narkotika yaitu: 
a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang 
berbahaya dan mempunyai resiko. 
b. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual. 
c. Untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh 
problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi 
mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.23 
                                                           
22 Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, 
(Yogyakarta:Nuha medika, 2013), h. 51 
23 Moh Taufik Makaro, Suhasri, dan moh zakky, Tindak Pidana Narkotika,(Jakarat: 
Ghalia Indonesia, 2005), h. 10 
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Menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 
penyalahgunaan narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba 
tanpa hak atau melawan narkoba. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba antara 
lain: 
1. Mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan. 
2. Memperjual-belikan tanpa izin . 
3. Melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.24 
Menurut Libertus Jehani dan Antoro, faktor penyebab seseorang 
terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba  disebabkan oleh banyak faktor, baik 
faktor internal maupun eksternal.25 
1. Faktor internal, faktor dalam diri seseorang, yakni: 
a. Kepribadian 
Apabila kepribadian seseorang kurang baik, mudah terpengaruh maka lebih 
mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. 
b. Keluarga 
Hubungan keluarga yang kurang harmonis maka akan mudah merasa putus asa 
dan frustasi 
c. Ekonomi  
Kesulitan mencari pekerjaan menyebabkan keinginan untuk bekerja menjadi 
pengedar narkoba. 
 
                                                           
24 Moh Taufik Makaro, Suhasri, dan moh zakky, Tindak Pidana Narkotika,(Jakarat: 
Ghalia Indonesia, 2005), h. 5 
25 Amiruddin, Muh. "PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS." 
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 5.1 (2018): 187-194. 
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2. Faktor Eksternal 
Faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi 
dalam melakukan tindakan dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Faktor 
eksternal itu sendiri yakni pergaulan dan sosial/masyarakat.26 
Dampak kecanduan narkoba dapat dilihat pada fisik, psikis, dan sosial 
seseorang karena selalu berhubungan erat antara satu dan lainnya. Ketergantungan 
fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa bila terjadi putus obat dan 
dorongan psikologi berupa keinginan sangat kuat untuk mengkunsumsi. Selain 
itu, narkoba juga dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan 
kesadaran.27 
Bahaya pemakaian narkoba antara lain : 
a. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja diluar kemampuan yang sebenarnya 
dalam keadaan yang tidak wajar. 
b. Pernapasan tidak bekerja dengan baik cepat lelah. 
c. Penggunaan yang lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan 
mendatangkan kematian secara mengerikan. 
d. Timbulnya ketergantungan sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus 
obat.28 
 
 
                                                           
26 Muady Pritha Amanda, dkk, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja, vol. 4 no. 
2 (Juli 2017), h. 340 
27 Muady Pritha Amanda, dkk, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja, h. 343 
28 Suwarno Ma’sum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, 
(Jakarta: CV. Mas Agung, 2003), h. 54 
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C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Permasyarakatan 
1. Pengertian Sistem Permasyarakatan 
Menurut undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, 
pasal 2 menyebutkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah 
dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 
pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 
masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab.29  
Menurut Romli Atmasasmita pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yakni: 
memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan 
berguna pada hakikatnya adalah resosialisasi dan tidak terdapat pembedaan yang 
fundamental antara pengertian resosialisasi menurut ukuran pemasyarakatan dan 
menurut ukuran teori-teori kepenjaraan yang berlaku di negara-negara barat 
terutama amerika. 
Menurut Bambang Poernomo, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem 
pemasyarakatan terdapat 3 perangkat unsur yang berkaitan, antara lain: 
a. Narapidana 
Narapidana merupakan komponen masukan sistem yang telah memenuhi 
persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak di proses menjadi 
                                                           
29 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, bab I, pasal 2 
  24
bahan keluaran sesuai dengan tujuan sistem, yaitu menjadi orang baik dan taat 
pada hukum. 
b. Alat negara, penegak hukum beserta masyarakat 
Setiap komponen pegawai pelaksana pidana penjara, hakim, jaksa dan polisi 
harus mampu menjalankan dan mampu memberi makna peraturan hukum 
mengenai pidana penjara, dan dengan bantuan masyarakat dapat menciptakan 
peranan bersama untuk menunjang tugas-tugas memperlakukan narapidana 
sesuai dengan pembaharuan pidana penjara. 
c. Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya  
Merupaka komponen yang dapat menjadi faktor penunjang di dalam mencapai 
tujuan yang perlu diperhitungkan dalam sistem proses. Misalnya, pendidikan 
penduduk dan kepadatan penduduk.30 
 Menurut sahardjo, menteri kehakiman konsep pemasyarakatan yaitu: 
1. Dengan singkat tujuan penjara adalah pemasyarakatan, mengandung 
makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya 
perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah sesat 
diayomi dan diberikan bekal hidup, sehingga menjadi kawulah yang 
berfaedah di dalam masyarakat 
2. Pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena 
kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar terpidana bertobat, 
mendidik supaya menjadi masyarakat sosialisme yang berguna. 
                                                           
30 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, 
(Yogyakarta:Liberty,1986), h. 94 
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Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan melalui lembaga 
pemasyarakatan memberikan pendidikan, pelatihan kerja produksi dan 
keterampilan sebagai upaya peningkatan kapasitas narapidana ketika kembali ke 
masyarakat dan tidak lagi melakukan kejahatan.31 
2. Tahap Proses Pemasyarakatan 
Dr. Saharjo menyatakan bahwa pemasyarakatan yang sebelumnya disebut 
rumah penjara yang kemudian diubah menjadi lembaga pemasyarakatan, sehingga 
maksud dan tujuan dari istilah pemasyarakatan yakni adanya itikad baik yang 
tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera namun 
lebih berorientasi untuk pembinaan agar kondisi warga binaan menjadi lebih baik. 
Sesuai dengan tujuan dari proses pemasyarakatan. Tahap proses pemasyarakatan : 
1. Tahap awal adalah tahap sepertiga masa pidana meliputi: 
a. Masa administrasi orientasi 
Merupakan masa pengamatan, pengenalan, pengenalan lingkungan paling lM 1 
bulan. 
b. Tahap kepribadian 
Meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan 
bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. 
2. Tahap lanjutan merupakan tahap sepertiga sampai setengah masa pidana. 
a. Pembinaan kepribadian  
Program pembinaan ini merupakan lanjutan dari pembinaan kepribadian tahap 
awal. 
                                                           
31 Josias Simon dan Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di 
Indonesia, (Bandung:Lubuk Agung,2011), h. 45 
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b. Pembinaan kemandirian meliputi: 
1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri. 
2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha kecil. 
3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. 
4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri dengan teknologi 
madya/tinggi. 
3. Tahap setengah dua pertiga masa pidana terdiri atas: 
a. Asimilasi: dalam lingkungan lapas terbuka. 
b. Integrasi: berupa pemberian CB, CMB, dan PB yang berintegrasi dengan balai 
pemasyarakatan (Bapas) sampai bebas dan kembali ke masyarakat.32 
3. Tujuan Sistem Pemasyarakatan  
Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemasyarakatan adalah bahwa 
pemidanaan terhadap seorang terpidana disamping menimbulkan rasa derita 
karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar 
bertobat. Pemidanaan tidak lagi beriorentasi pada tujuan pembalasan/penjara yang 
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan melainkan berorentasi pada 
rehabilitasi (perbaikan dan penyembuhan) dengan mengarahkan pemidanaan pada 
perlakuan yang bertujuan agar nara pidana bertobat dan tidak lagi melakukan 
tindak pidana.  
Prinsip pemasyarakatan – Reintegrasi sosial yaitu: 
a. Ayomi dan memberi bekal hidup sehingga mereka dapat menjalankan 
peranannya sebagai seorang masyarakat yang baik dan berguna. 
                                                           
32 Sri Rahayu Amir, Efektivitas Pembinaan dan Fungsi Pemasyarakatan Pecandu 
Narkoba, vol. 5, no. 2 (Desember 2018), h. 207-208 
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b. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam 
c. Memberikan bimbingan kepada narapidana bukan penyiksaan agar mereka 
bertobat. 
d. Negara tidak membuat narapidana menjadi lebih buruk dari sebelum 
dijatuhinya pidana. 
e. Selama mereka kehilanga kemerdekaan untuk bergerak, warga binaan 
pemasyarakatan dikenalkan dengan masyarakat. 
f. Memberikan pekerjaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk pengisi 
waktu, dan memprioritaskan bekal hidup setelah kembali ke masyarakat. 
g. Memberikan bimbingan dan didikan yang diberikan warga binaan 
pemasyarakatan berdasarkan pancasila. 
h. Warga binaan sebagai orang yang tersesat merupakan manusia, dan harus 
diperlakukan sebagai manusia. 
i. Warga binaan masyarakat yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai 
satu-satunya derita yang dialaminya. 
j. Diberikan sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan 
edukatif dalam sistem pemasyarakatan.33 
 
 
 
 
 
                                                           
33 Sri Wulandari, “ Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi dan 
Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, Serat Acitya-jurnal ilmiah UNTAG 
Semarang 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, 
pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data 
lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Terait 
dengan penelitian ini, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
(field research). Dari sisi lain dan secara sederhana daoat dikatakan bahwa tujuan 
penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena 
atau pernyataan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. 
Penelitian dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu 
kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam 
situasi/fenomena tersebut.34 Dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan 
suatu gambaran yang utuh tentang kompetensi-komptensi tertentu, dengan tujuan 
ingin memperoleh pemahaman dibalik fenomena yang berhasil didapat oleh 
penulis. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Gowa, yang kaitannya 
dengan lembaga pemasyarakatan. Adapun alasan memilih lokasi ini karena 
                                                           
34 Sugiyono, Metrode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2010) , h. 63 
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merupakan tempat yang relevan dengan sumber data yang dibutuhkan. Kedua, 
lokasi peneliti dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga mudah untuk 
diakses. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yuiridis (hukum 
dilihat sebagai normaatau das sollen), dalam membahas permasalahan penelitian 
ini menggunakan bahan-bahan hukum. Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, 
kultur atau das sein). Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian yang 
mengaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Perumusan ini dapat dijadikan 
pegangan, maksudnya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku dalam 
kenyataan masyarakat.35selain pendekatan tersebut penulis juga melakukan 
pendekatan dari segi sosiologinya artinya penelitian ini melihat mengamati aspek 
sosial yang terjadi diwilayah sekitar di tengah masyarakat. 
C. Sumber data 
Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis data yaitu: 
1. Data primer 
Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari 
individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil kuesioner yang 
biasa dilakukan oleh peneliti.  
 
 
                                                           
35 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), h. 32 
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 2. Data sekunder 
 Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui library research 
atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis menelusuri dan mengumpulkan 
bahan tersebut dari buku-buku peraturan perundang-undangan dan publikasi 
lainnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara observasi, 
wawancara, dan dokumantasi. 
1. Observasi merupakan mendeskripsika setting, kegiatan yang terjadi, 
orang terlibat dalam kegiatan, waktu yang diberikan oleh pelaku yang 
diamati tentang peristiwa yang terjadi.36 
2. Wawancara merupakan cara memperoleh keterangan secara lisan 
untuk mencapai tujuan tertentu, dengan dua pihak yang berbeda yaitu 
pengejar informasi yang disebut pewawancara dan pemberi informasi 
yang disebut informan.37 
3. Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara 
melihat buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan 
rehabilitasi sosial dan lembaga pemasyarakatan. 
E. Instrumen Penelitian  
Instrumen atau alat yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum 
yaitu: 
 
                                                           
36 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 38 
37 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, h. 95 
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1. Buku catatan untuk hasil analisis data primer dan data sekunder yang 
telah ditulis sebelumnya. 
2. Perangkat lunak penyimpanan bahan hukum, yaitu laptop, flashdisk 
yang digunakan untuk menyimpan data primer dan data sekunder yang 
telah dikumpul secara manual maupun secara online. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penulisan proposal skripsi ini data yang diperoleh dikumpulkan 
secara primer maupun sekunder dan dianalisis secara mendalam. Kemudian 
diajukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan 
dan menggambarkan permasalahan dan penyelesaian yang berkaitan dengan 
penulisan ini. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Peneliti menyajikan data tidak serta merta menjadikan hasil temuan 
peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Perlu 
pengujian data terlebih dahulu sesuai dengan prosedural yang sebagaimana telah 
ditetapkan.  
Keabsahan data merupakan standar kebenaran studi data hasil penelitian 
yang lebih menekankan pada data/informasi. Penelitian kualitatif untuk 
mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya. Data dapat 
dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 
dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam teknik 
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pemeriksaan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 
merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 
lain diluar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 
data itu.38 
                                                           
38Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2003), h. 88 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. Pelaksanaan Rehabilitasi sosial bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Rehabilitasi sosial adalah suatu tindakan pembinaan yang bertujuan untuk 
bimbingan narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menanamkan 
sikap prososial agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dan tidak 
mengulanginya kembali penyalahgunaan narkoba setelah bebas. 
Program rehabilitasi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 
Kelas IIA Sungguminasa merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi, 
terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan 
pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan 
menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan 
potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini 
dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergatungan 
narkotika dan psikotropika. 
Proses pelayanan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika harus 
memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, 
karena untuk penanggulangan penyalahguna narkotika bukan hal yang mudah, 
demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus. 
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Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang 
mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu : 
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undang-
undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 45,Pasal 46 ayat (1), 
(2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan(2), Pasal 49 ayat (1), 
(2), (3), Pasal 50. 
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan 
Narkotika Nasional.  
 Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan 
permasalahan kelompok tingkat kecanduannya, ada kelompok yang potensial 
yang mudah terpengaruh narkoba: 
a. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, 
penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidak mampuan menerima 
kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini 
biasanya orangyang memiliki kepribadian introfet atau tertutup. Dengan jalan 
mengkomsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas 
dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah 
dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang 
dia memakai narkoba.  
b. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. 
Kepribadiannya selalu bertentangan degan norma-norma masyarakat. Sifat 
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egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja 
semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai 
pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan 
tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus 
diwaspadai.  
c. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, 
biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi 
lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas 
diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut 
mengkonsumsi narkoba.  
Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius 
dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani 
pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila 
pengedar narkotika hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah 
kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkotika. 
Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan 
bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza sebagaimana dalam 
tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang 
diinginkan. Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. 
Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika,dan zat adiktif lainnya 
(NAPZA) atau istilah yang popular dikenal masyarakat sebagai narkoba 
(Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks 
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yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan 
kerja sama multidisipliner dan peranserta masyarakat secara aktif yang 
dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. 
Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa di sebabkan oleh: 
1. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.  
2. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai 
dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan 
Hevatitis.  
3. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hevatitis.  
Program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA 
Sungguminasa dipadukan dengan metode yang relevan, adanya modifikasi 
komunikasi secara individu atau kelompok yang bersifat kekeluargaan. Petugas 
lapas berperan aktif untuk mengadakan pendekatan supaya mereka membuka diri 
untuk mencetuskan permasalahan yang mereka hadapi. 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa sebagai 
salah satu LAPAS yang mempunyai warga binaan khusus penyalahgunaan 
narkotika dapat melaksanakan komunikasi antara petugas dengan warga binaan 
pada saat warga binaan tersebut dipekerjakan. 
Program pemasyarakatan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat wajib 
menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan 
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penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan 
pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan kegiatan 
pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna, petugas haru memiliki 
kemampuan professional dan integritas moral. 
Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi 
penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan 
pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat 
penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan 
reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak 
mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang 
bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan 
bangsa. 
Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna 
narkoba, dengan melakukan pengobatan secara sosial dan spiritual serta upaya 
untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakai jarum suntik 
oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan 
rehabiltasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan 
lebih lanjut. 
Penyalaguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus 
ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. 
Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna 
yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, 
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kaena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan 
waktu dan biaya yang cukup besar. 
Pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Kelas IIA Sungguminasa masih mengacu terhadap Keputusan Menteri 
Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan 
Narapidana/Tahanan oleh karena tidak ada juklak khusus pembinaan narapidana 
narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa 
Ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang 
Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagi dalam dua bidang :  
1. Pembinaan Kepribadian meliputi: 
a. Pembinaan kesadaran agama 
Pada pelaksanan rehabilitasi nilai agama yang diterapkan yaitu; 
1) Pembacaan doa setiap dan selesai melaksanakan kegiatan Therapy  
2) Untuk peserta yang beragama islam wajib melaksanakan solat 5 waktu 
secara berjamaah  
3) Untuk peserta nasrani peserta wajib melaksanakan ibadah 
4) Taklim setiap selesai solat duhur dan ashar secara berjamaah oleh 
peserta rehabilitasi 
5) Wajib saff terdepan saat solat berjamaah bagi mereka yang sedang 
melaksanakan sanksi. 
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b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. 
Upaya yang dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk 
menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga Negara yang baik, dapat berbakti 
bagi bangsa dan Negara. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bagsa 
dan Negara adalah sebagian dari iman (takwa). 
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). 
Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga 
binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapt menunjang kegiatan-
kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual 
dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan 
formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan 
oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. 
Pendidikan non formal diselenggarakan melalui kursuskursus, latihan ketrampilan 
dan sebagainya. 
d. Pembinaan kesadaran hukum 
Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan 
dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai 
kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari 
hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, 
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, 
kepastian hukum, dan terbentuknya prilaku setiap warga Negara Indonesia yang 
taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk 
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keluarga yang sadar hukum yang dibina selama berada di lingkungan pembinaan 
maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat. 
e. Pembinaan mengintegrasi diri dengan masyarakat. 
Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial 
kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima 
kembali oleh masyarakat lingkungannya. 
2. Pembinaan Kemandirian. 
Pembinaan kemandirian diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan 
melalui program-program : 
a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya : kerajinan 
tangan, industry rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik  
b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry kecil, misalnya 
pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi 
bahan setengah jadi ( contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah 
tangga)  
c.  Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam 
hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahan pengembangan 
bakat itu. Misalnya memilki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan 
untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat 
mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah.  
d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian 
(perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, 
misalnya industry kulit, industri pembuatan sepatu. 
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan 
pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa 
macam atau bentuk atau metode pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan di 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa yaitu: 
1. Tahap Pemeriksaan kesehatan 
Pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang 
sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan 
narapidana/pasien baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah 
diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan 
kesehatannya dicatat dalam lembar medical record. 
2. Tahap Detoksifikasi 
Terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk 
menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat 
putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada 
beberapa cara seperti coldturkey ( berbicara terus terang tentang hal-hal 
yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi 
(penggantian zat). 
3. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga 
gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan 
narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara 
melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina 
sertapsikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial : 
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a. Bimbingan Sosial/Terapi Individu  
 Sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan 
penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara 
melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina 
sertapsikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial dapat membantu proses 
rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-
alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/ narapidana. 
Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing 
dengan narapidana. 
b. Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok  
 Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan 
adanya pembagian-pembagian kelompok narapidana/ tahanan berdasarkan 
usia, lama pidana/ hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan 
sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai 
orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini 
diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan. 
Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui 
kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti 
adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar 
narapidana. 
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2. Implementasi Penerapan Rehabilitasi Sosial Pada Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan bagi 
narapidana narkotika. 
Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan 
sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalm undang-undang yang 
berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika terdapat 
dalam pasal 54. Berdasarkan pasal tersebut rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh 
instnasi pemerintah atau masyarakat yang diatur dalam peraturan menteri. 
Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan penerapan dalam 
meminimalisir peredaran narkotika di Indonesia dengan memperbaharui Undang-
Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang Undang-undang 
sebelumnya berlaku agar apa yang diharapkan bisa terwujud. Tidak hanya 
penegakan hukum dengan sarana penal saja mempunyai tujuan dan sasaran untuk 
kepentingan internalisasi, namun pendekatan yang dilakukan pemerintah secara 
non penal pun sangat penting adanya untuk mengembalikan dampak narkotika 
bagi si penyalahguna sebagai korban dengan adanya undang-undang mengatur 
tentang rehabilitasi. 
Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna yang dikategorikan pecandu 
bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan 
seperti halnya pidana penjara. Pada undang-undang sebelumnya pengaturan 
mengenai rehabilitasi belum begitu ditegaskan, sehingga masih banyak para 
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penyalahguna yang hanya pecandu yang di vonis oleh hakim dengan pidana 
penjara. Ini berarti salah dalam penerapannya. 
Pulihnya individu penyalahgunaan dari kecanduannya tersebut bisa 
membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan 
untuk melibatkan serangkaian rehabilitasi yang beragam. Dalam waktu yang 
panjang tersebut kemungkinan pecandu untuk kembali sebagai pecandu narkotika 
sangatlah besar. Untuk mengatasinya pemantauan yang berkelanjutan merupakan 
penerapan yang efektif dalam hal merehabilitasi penyalahgunaan narkotika agar 
mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya 
rehabilitasi.  
Pelaksanaan penerapan rehabilitasi ini memang dapat dirasakan 
manfaatnya dalam memberikan perlindungan bagi korban penyalahgunaan 
narkotika, dimana berdasarkan hasil wawancara dari korban yang pernah 
menjalani proses rehabilitasi menyatakan bahwa rehabilitasi korban 
penyalahgunaan narkotika tersebut lebih efektif. 
 Hakikat dari pembangunan serta pendirian Rehabilitasi Narkoba adalah 
menampung dan memberi pelayanan yang maksimal bagi korban narkoba. Proses 
kegiatan rehabilitasi narkoba dilakukan mulai dari awal penerimaan warga bina 
sampai proses rehabilitasi dinyatakan selesai apabila pecandu memang sudah 
benar-benar berhenti dan bertaubat untuk menggunakan zat haram tersebut. Hal 
ini dapat dilihat selama proses penerapan program sekaligus pengawasan selama 
berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. 
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1. Penerimaan warga binaan rehabilitasi narkoba 
 Setiap pecandu narkoba yang akan masuk, harus mengisi surat pernyataan 
dan perjanjian terlebih dahulu guna untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan 
dimasa yang akan datang selama proses rehabilitasi narkoba. Adapun isi dari surat 
pernyataan/perjanjian tersebut adalah warga binaan wajib mematuhi dan 
mengikuti peraturan yang ada. 
2. Schedule harian rehabilitasi 
 Berdasarkan data tentang program rehabilitasi yang harus dilakukan oleh 
warga binaan yang telah dijadwalkan oleh pengurus, terlihat bahwa warga binaan 
harus mengikuti program tersebut. 
 Ada beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan dalam implementasi 
rehabilitasi sosial, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : 
a. Pencegahan 
Pencegahan diartikan sebagai salah satu cara untuk mencegah timbulnya  
masalah sosial, baik dari dalam diri klien atau yang berasal dari luar diri  
klien 
b. Rehabilitasi 
Pemulihan kembali diri klien yang biasanya diberikan melalui bimbingan  
sosial, mental dan bimbingan keterampilan. 
c. Resosialisasi 
Pemulihan yang bertujuan untuk menyiapkan diri klien agar mampu  
berintergrasi dalam kehidupan masyarakat. 
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Dalam implementasinya, sistem rehabilitasi sosial melalui berbagai 
macam proses. Proses-proses tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Pendekatan awal 
Pendekatan awal dilakukan agar dapat mengetehui secara capat 
permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh klien. Dalam hal ini, klien  
harus diajak dan dibimbing supaya mau mengemukakan masalahnya 
secara gamblang dan jelas. 
2. Penerimaan 
Setelah mengetahui kondisi masalah yang dihadapi oleh klien, maka 
kondisi lainnya seperti fisik, kejiwaan, sosial psikologi, tingkat ilmu 
pengetahuan sekaligu menempatkan klien pada jenis-jenis program. 
3. Bimbingan sosial dan keterampilan 
Bimbingan sosial ini dilakukan untuk meningkatkan pola interaksi klien, 
menjaga kestabilan emosi, membina rasa tanggung jawab, kedisplinan dan 
kemauan untuk merubah diri menjadi sosok yang lebih baik dan bertaqwa. 
4. Resosialisasi  
Pada tahap ini, klien dipersiapkan untuk hidup bermasyarakat dan 
dipersiapkan untuk meningkatkan intergritas diri klien ditengah-tengah 
masyarakat. Diharapkan setelah melalui tahap ini, klien mampu 
menemukan jadi diri sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. 
Sehingga setelah memasuki masa terminasi, kembali ke kehidupan 
masyarakat, klien akan berguna. 
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A. Faktor penghambat dan pendukung Rehabilitasi Sosial 
a. Faktor Pendukung 
Terkait tentang penerapan program rehabilitasi ditemukan beberapa 
faktor yang menjadi pendukung program, diantaranya yaitu: 
1) Sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana dan prasarana, yang ada di 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa sudah 
cukup baik, karena sudah sesuai dengan kebutuhan pecandu narkoba 
sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan program rehabilitasi 
narkoba. 
2) Adanya perhatian dan kasih sayang pembimbing. Konsep perhatian dan 
kasih sayang di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA 
Sungguminasa sangat di utamakan, terutama kepada para pecandu narkoba 
yang sedang menjalani proses rehabilitasi narkoba. Dengan memberikan 
perhatian dan kasih sayang, pembimbing akan lebih dekat kepada para 
pecandu narkoba, sehingga akan sangat mendukung dalam merealisasikan 
program. 
3) Adanya niat dan kemauan kuat dari pecandu narkoba. Niat merupakan 
modal terpenting dalam proses pemulihan bagi pecandu narkoba. Niat 
yang kuat akan mempengaruhi tingkah laku pecandu narkoba selama 
mengikuti proses rehabilitasi. 
4) Adanya dukungan dari pemerintah. Dukungan pemerintah sangatlah 
membantu dalam mendukung terealisasinya program rehabilitasi di 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika  Kelas IIA Sungguminasa Dukungan 
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yang diberikan tidak hanya pada bentuk fisik bangunan saja, tetapi juga 
berbentuk pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pengurus. Dengan 
adanya bantuan sarana dan prasarana, maupun pelatihan-pelatihan di 
daerah maupun pusat, pihak pengelola akan lebih optimal dalam 
merealisasikan program rehabilitasi narkoba. 
b. Faktor penghambat 
Ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan selama proses 
rehabilitasi narkoba di Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA 
Sungguminasa. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: 
1) keadaan pecandu yang parah.Pelaksanaan program rehabilitasi akan 
terhambat apabila pecandu narkoba memiliki penyakit yang parah, baik 
penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi narkoba maupun 
penyakit lain seperti penyakit jantung, diabetes dan lain-lain.Keadaan 
jasmani dan rohani pecandu narkoba sangat mempengaruhi proses 
aktivitas sehari-hari dalam mengikuti program rehabilitasi. 
2) Tidak adanya dukungan dari keluarga. Pada masa proses rehabilitasi, 
perhatian dan kasih sayang keluarga sangat di butuhkan agar warga binaan 
merasa termotivasi untuk lekas sadar atas apa yang telah diperbuatnya 
selama ini. Kurang adanya perhatian keluarga ataupun orang tua 
merupakan salah satu hambatan pengasuh dalam upaya penyadaran. 
Kurangnya dukungan tersebut dapat dilihat dari sedikitnya keluarga yang 
mengunjungi. 
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B. Output Program Rehabilitasi 
1. Adanya perubahan perilaku dan mental 
 Sebelum masuk di Lembaga Pemasyarakat Narkotika Kelas IIA 
Sungguminasa, warga binaan menunjukkan sikap perlawanan kepada 
keluarga atau orang tua dan suka berbohong, hingga akhirnya setelah 
masuk dan mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan  
Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, warga binaan tersebut terlihat patuh, 
rajin peduli lingkungan dan suka berbaur kepada orang lain. Bentuk 
perilaku peduli lingkungan dari pantauan peneliti adalah anak bina 
melakukan pembersihan sampah-sampah hingga mencabuti rumput-
rumput yang ada di lingkungan rehabilitasi. Bahkan mereka terkesan tidak 
ingin istirahat dan ingin melakukan aktivitas secara terus menerus hingga 
mereka benar-benar berkeringat. Di sela-sela melakukan pembersihan 
mereka terdengar melafazkan zikir. Adapun zikir yang terdengar oleh 
peneliti adalah lafaz Allah dan istighfat dengan nada yang pelan. 
2. Munculnya kesadaran untuk berhenti mengkonsumsi narkoba 
 Output dari proses rehabilitasi narkoba di Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, yang selanjutnya 
adalah munculnya kesadaran untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Hal 
tersebut dapat dilihat dari pernyataan warga binaan yang sedang menjalani 
proses rehabilitasi narkoba maupun warga binaan yang sudah keluar dari 
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa. Yang 
menyatakan bahwa tingkah laku, kebiasaan dan rasa ketergantungan 
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terhadap narkoba bisa diubah. Walaupun dalam merubahannya 
membutuhkan proses yang tidaklah mudah. Dengan munculnya 
perubahan-perubahan tersebut, akan memunculkan semangat-semangat 
baru. 
3. Munculnya ketaatan dalam beribadah 
 Berkaitan dengan ketaatan ibadah yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa adalah ketaatan 
ibadah sholat, zikir dan membaca al-Quran. Ketaatan dalam menjalankan 
ibadah pada diri pecandu narkoba tentunya tidak serta muncul dengan 
sendirinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pecandu narkoba 
untuk taat dalam menjalankan ibadah, salah satunya adalah adanya 
pemaksaan dari pembimbing/pengurus, dan adanya niat yang kuat.proses 
spiritual yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 
IIA Sungguminasa mulai dari sholat, berzikir dan membaca al-Qur’an 
adalah untuk membiasakan diri agar senentiasa dekat kepada Allah Swt.  
4. Persentase kesadaran pecandu narkoba meningkat 
 
C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Kendala Dalam 
Penerapan Rehabilitasi. 
Upaya Penerapan Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Terhadap Pengguna 
Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dengan melakukan berbagai tindakan 
guna mencegah penyalahgunaan narkotika dengan cara yaitu: 
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1. Upaya Preventif 
Yang dimaksud dengan usaha Preventif adalah tindakan penanggulangan 
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika merajalela. 
Tindakan preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 
a. Cara Moralistik 
Cara moralistik dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika 
adalah cara mencegah dengan menitik beratkan pada pembinaan moral, 
membina kekuatan mental masyarakat dan remaja. Pembinaan moral kepada 
masyarakat dan remaja, membuat mereka tidak mudah terjerumus sebab nilai-
nilai moral akan mampu menggagalkan dan menjauhkan mereka dari 
penyalahgunaan narkotika. 
Cara moralistik dilaksanakan dengan menyebarluaskan agama atau 
ajaran agama, perundang-undangan yang baik dan sarana lainnya yang dapat 
mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Sehingga tidak melanggar hukum baik 
tertulis maupun tidak tertulis yang berarti pula tidak akan menggunakan 
narkotika dan obat-obatan sejenis secara illegal. 
b. Cara Abolistik 
Cara Abolistik dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika 
oleh remaja adalah mencegah dengan cara mengurangi bahkan menghilangkan 
sebab-sebab yang mendorong para pengedar narkoba. Adapun salah satu cara 
yaitu dengan menutup kesempatan untuk menggunakan sarana umum baik 
milik pemerintah ataupun swasta di dalam menunjang lancarnya lalu lintas 
gelap narkotika secara melawan hukum. Di samping itu memelihara 
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kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika, meningkatkan 
usaha untuk memperkecil bahkan meniadakan faktor-faktor yang membuat 
remaja menyalahgunakan narkotika. Acara abolistik dilaksanakan dengan 
menghilangkan sebab musababnya. Sebagai contoh : faktor tekanan ekonomi 
(kemelaratan) merupakan salah satu penyebab kejahatan, maka usaha untuk 
mengurangi kejahatan itu adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan. 
Mengurangi pengangguran untuk menghindari adanya remaja yang stres akibat 
tidak mendapat pekerjaan. 
Dengan adanya remaja yang stress akibat tidak mendapat pekerjaan dan 
adanya remaja yang frustasi akibat tidak mendapat perhatian dan kasih sayang 
orang tuanya, maka penyalahgunaan narkotika akan semakin banyak 
digunakan. Untuk menghindari bahkan meniadakan hal-hal semacam itu maka 
perlu diberikan pengawasan intensif dan bijaksana terhadap remaja. 
2. Upaya Represif 
Yang dimaksud dengan tindakan represif adalah penyuluhan hukum bahwa 
kejahatan narkoba hukumannya sangat berat. Tindakan diarahkan pada pengedar 
dan penanam secara gelap. Dan tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah 
adalah : 
a. Mengadakan razia dan mengadakan penangkapan terhadap para pengedar 
narkotika dengan pengawasan ekstra ketat. 
Informasi yang tepat pada waktunya tentang kegiatan-kegiatan kriminal 
yang dilakukan pengedar-pengedar gelap. Hal tersebut sangat diperlukan agar 
yang bersangkutan dapat diketahui dan ditangkap. Informasi seperti diatas 
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sering terdapat pada file catatan dari badan-badan seperti bank, perusahaan 
angkutan udara, angkutan darat, kereta api, badan pengelola pelabuhan dan 
lapangan terbang serta pelayanan kurir dan otorita pelabuhan bebas. 
Hendaknya personalia dari semua organisasi yang bersangkutan perlu dilatih 
untuk dapat mengetahui nilai informasi tersebut bagi pejabat-pejabat penegak 
hukum. Tujuannya adalah untuk menyalurkan semua informasi yang 
bersangkutan kepada badan-badan penegak hukum yang tepat dengan segera 
agar pengedar-pengedar dapat diketahui dan ditangkap dengan cepat. 
Badan berwenang tingkat nasional dengan menghargai prinsip-prinsip 
dasar sistem perundangan nasional dapat memanfaatkan segala teknik 
penyidikan yang modern dan canggih dalam menanggulangi peredaran gelap 
narkotika. 
b. Di dalam menanggulangi dan memberantas penanaman secara gelap, perlu 
diadakan sosialisasi yang paling efektif dan tepat guna memusnahkan 
opium poppy, coca maupun cannabis. 
  Tanaman seperti itu sering kali ditanam dengan diselingi tanaman-
tanaman lain yang menyebabkan lokasi dan pemusnahannya jauh lebih sukar. 
Badan berwenang yang bersangkutan harus mengadakan usaha guna 
memperoleh bantuan internasional secara maksimum dan menggunakan 
sumber-sumber dalam negeri guna mengetahui koordinat daerah-daerah 
penanaman gelap, mengumpulkan data tentang penanaman liar dan 
menganalisa kondisi geografis, sosial juga ekonomi dari daerah yang 
dipermasalahkan. Badan yang berwenang perlu mengadakan konsultasi dengan 
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pejabat-pejabat penegak hukum dan pemerintahan setempat, pejabat pertanian 
dan di lapangan. 
  Begitu pula dengan organisasi atau asosiasi yang kemungkinan besar 
mempunyai informasi yang diperlukan. Juga perlu digunakan fotografi dari 
udara guna menentukan atau menemukan ladang-ladang gelap. Apabila 
ditemukan penanaman besar-besaran dari tanaman yang digunakan untuk 
penggunaan narkotika yang dilakukan secara tidak ilegal, maka badan yang 
berwenang langsung melakukan penyemprotan dari udara dan 
memusnahkannya. Dalam hal ini petani-petani dihimbau untuk patuh terhadap 
larangan penanaman tanaman terlarang dan kesempatan yang cukup perlu 
diberikan untuk waktu tertentu agar secara sukarela memusnahkan sendiri 
tanaman terlarang tersebut sebelum diadakan tindakan-tindakan paksaan. 
3. Upaya Pemberantasan 
 Peredaran-peredaran narkotika (drug trafficking), sangat rumit dan 
kompleks. Dalam hal ini terlibat beraneka ragam narkotika yang dapat berasal 
dari luar atau dari dalam. Peredaran narkotika bukan hanya melanggar Undang-
undang narkotika nasional melainkan dalam banyak hal juga melibatkan 
kegiatan-kegiatan anti sosial seperti kejahatan yang terorganisir (organizer 
crime), pengelakan pembayaran pajak, pelanggaran membayar pajak, 
pelanggaran-pelanggaran kriminal terhadap peraturan impor dan ekspor. 
Bahkan kini sebagai sarana pembayaran penjualan senjata gelap dan barang-
barang selundupan lainnya sering digunakan narkotika sebagai pengganti uang. 
Bahkan keutuhan serta stabilitas dari beberapa negara dan pemerintah telah 
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terancam oleh akibat dari perniagaan gelap narkotika yang membawa pengaruh 
amat jauh. 
 Melihat begitu sulitnya memerangi pengedaran yang sangat mendesak 
hebat, maka sudah pasti kita akan berusaha memberantas secepat mungkin 
sampai ke akar-akamya. Pemberantasan oleh penegak hukum diarahkan 
terutama pada mereka yang secara sengaja melakukan perbuatan produksi, 
penawaran, penjualan, distribusi, penyerahan atas dasar apapun, perantaraan, 
pengangkutan, impor atau ekspor obat narkotika atau bahan psikotropika 
lainnya. Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan adalah : 
a. Pemberantasan secara langsung  
 Pemberantasan secara langsung dilakukan oleh penegak hukum, dimana 
penyalahgunaan narkotika terjadi. Pemberantasan itu berupa: mengadakan patroli-
patroli menyeluruh di daerah pelabuhan, bandara udara dan zona-zona bebas 
lainnya. Pengawasan efektif perlu dilakukan oleh penegak hukum, sebab tanpa 
adanya pengawasan terus-menerus (full time) maka tempat-tempat pemasukan 
seperti itu menjadi rawan. Oleh karena itu selalu diadakan operasi pada tempat 
rawan seperti serta mengadakan pembasmian penanaman tumbuhan narkotika 
dengan melakukan pelacakan secara langsung dan seksama terhadap ladang dan 
sawah atau tempat dimana diduga adanya penanaman narkotika. 
b. Pemberantasan secara tidak langsung 
Pemberantasan secara tidak langsung adalah dimana tindakan 
pemberantasan yang dilakukan bukan pada tempat dimana operasi 
penyalahgunaan narkotika itu dilaksanakan pemberantasan berupa : Membuat dan 
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menyebarkan pengumuman dan selebaran yang secara jelas ditempatkan di 
konsulat, di kedutaan, bandar udara, pelabuhan laut dan perlintasan perbatasan 
agar memperingatkan para wisatawan akan akibat-akibat yang berat, bagi 
peredaran gelap serta mereka yang diketahui mengadakan pelanggaran-
pelanggaran narkotika dapat dikenakan tindakan hukum.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan rehabilitasi sosial pada Lembaga Pemasyarakatan 
Narkotika Kelas IIA Sungguminasa mengacu pada Keputusan 
Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 
tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dan ruang lingkup 
pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 
1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. 
2. Implementasi penerapan rehabilitasi sosial pada Lembaga 
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, dilakukan 
beberapa kegiatan diantaranya: pencegahan, rehabilitasi, dan 
resosialisasi. 
B. Saran 
1. Pemerintah perlu memberi bantuan untuk memenuhi keperluan 
pelaksanaan program rehabilitasi sosial agar sarana/prasarana 
Pembina terpenuhi. 
2. Kualitas/kuantitas petugas perlu ditunjang yang sesuai dengan 
bidangnya. 
3. Perlu perhatian khusus dari instansi terkait (Pemda Tk.I dan Pemda 
Tk. II, BNN, KPA, LSM, RS dll) sebagai jejaring kerja. 
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4. Perlunya upaya preventif untuk mencegah segala tindakan yang 
dapat ditimbulkan dalam hal penyalahgunaan narkotika. Misalnya 
perlu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya 
narkotika dan terutama menganai aspek hukumnya atau sanksi bagi 
penyalah guna narkotika 
5. Perlu bantuan program BPJS Kesehatan supaya kesehatan 
narapidana di Lapas dapat dijamin atau mendapat bantuan 
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